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Assalamualaikum  Wr. Wb. 

Salam Sejahtera,  

Om Swastiastu,  

Namo Buddhaya,  

Salam Kebajikan, 

 

Yth. Pimpinan DPR RI;  

Yth. Pimpinan Fraksi dan Pimpinan AKD; dan  

 Hadirin yang berbahagia. 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada 

hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat. 

 



2 

 

Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan hasil pembahasan 

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai berikut: 

1. Sesuai penugasan oleh Badan Musyawarah kepada Badan Legislasi dalam 

rangka pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Badan Legislasi 

telah mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada tanggal 18 November 2024. 

Berdasarkan Rapat Kerja bersama Pemerintah dan DPD RI, terdapat 34 (tiga 

puluh empat) DIM dengan rincian: 32 (tiga puluh dua) DIM bersifat Tetap, 1 

(satu) DIM bersifat Perubahan Substansi, dan 1 (satu) DIM bersifat 

Perubahan Redaksional. DIM bersifat Tetap disetujui dalam Rapat Kerja, 

dan DIM yang bersifat Perubahan Substansi dan Perubahan Redaksional 

dibahas dalam Rapat Panja.  

2. Materi muatan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah dibahas 

dan diputuskan secara musyawarah mufakat dalam PANJA adalah:  

a. penyisipan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, dan 

Pasal 70D di antara Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2024 yang diperlukan untuk menjamin agar perubahan 

kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur 

jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Anggota DPR, dan 

Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum 

tahun 2024; dan  
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b. perubahan dalam ketentuan Mengingat angka 1 yaitu dengan 

menambahkan “ayat (2)” pada ketentuan Pasal 22D. 

3. Selanjutnya pada saat Rapat Kerja pengambilan keputusan RUU Perubahan 

PDKJ yang dilaksanakan tanggal 18 November 2024 pk. 19.30 WIB, seluruh 

Fraksi yaitu FPDI Perjuangan, FPGolkar, FPGerindra, FPNasdem, FPKB, 

FPKS, dan FPAN dapat menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna 

DPR RI.  

  

Ketua Rapat dan hadirin yang berbahagia, 

Demikian laporan Pembicaraan Tingkat I atas RUU tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

selanjutnya perkenankan kami menyerahkan RUU tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang 

terhormat ini.  

 

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih 

kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja untuk menyelesaikan 

pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini. Terima kasih juga kami 

ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan 

dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi, baik dari tim Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum, Pimpinan dan 
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Anggota Komite I DPD RI yang ditugaskan dalam pembahasan RUU tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah 

Khusus Jakarta ini. Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat, 

Tenaga Ahli Badan Legislasi, dan Badan Keahlian Dewan sehingga RUU tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah 

Khusus Jakarta ini dapat diselesaikan.  

       

Terima kasih.    

Wassalamualaikum Wr. Wb.                                             

 

 

Jakarta, 19 November 2024 

PIMPINAN BADAN LEGISLASI 
WAKIL KETUA, 

 

ttd 

 
MARTIN MANURUNG, S.E., M.A 

A-369 

 


